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RINGKASAN

Pada umumnya perkawinan hanya terdiri dari seorang pria sebagal suami
dengan seorang wanita schagai isteri Prinsip imi lebih dikenal dengan asas
monogami. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, hukum dan agama
dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat bensteri lebih dari
seorang (poligami) setelah dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan
oleh pengadilan.

Khusus bagi yang beragama Islam izin untuk ber-poligami itu harus diajukan
ke Pengadilan Agama. Tetapi ada kalanya seorang pria yang akan melakukan
poligami tidak mematuhi ketentuan tersebut. misalnya dengan memalsukan identitas
vang menyebutkan bahwa ia berstatus belum kawin pada waktu melakukan
perkawinan yang kedua, kemudian ternyata diketahui sudah beristeri, sehingga
terjadi poligami tanpa izin pengadilan Maka berdasarkan pasal 71 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat dibatalkan Karena telah
disebutkan dalam pasal 56 ayat (3) bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri
kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai
kekuatan hukum, oleh karenanya perkawinan tersebut dapat dibatalkan

Berdasarkan urman di atas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan
tersebut dalam judul “PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI OLEH
PENGADILAN AGAMA DENGAN ALASAN TIDAK ADANYA [IZIN DARI
PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:
3B0/PALG2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003)™,

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana
kewenangan Kepala KUA dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan,
apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan
perkawinan pohigami dan bagaimana akibat hukum bagi isteri vang perkawinannya
dibatalkan.

Tujuan umum penulisan skripsi ini salah satunya adalah untuk memenuhi dan
melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana
Hukum di Universitas Jember. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah

yang telah ditetapkan
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Penyusunan skripsi ini menggunakan metode dengan tipe yuridis normatif
Dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (Staruze
Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Sumber bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum adalah
menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang selanjutnya menank kesimpulan
dalam bentuk argumentasi.

Hasil yang diperoleh dari pembahasan adalah Pemohon selaku Kepala KUA
Kecamatan Kampak termasuk salah satu pejabat yang mempunyai kewenangan
dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana vang
dimaksud dalam pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 73 huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus
pembatalan perkawinan poligami antara Termohon | dengan Termohon I vaity
bahwa Termohon | telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4
avat (1) Undang-Undang Perkawinan, jo. pasal 40 Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun
1975, jo. pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam vang menyatakan
bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari scorang harus mendapat izin dan
Pengadilan Agama Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayal (3) dan pasal 71 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam apabila scorang suami menikah lagi atau melakukan
poligami tanpa izin dan Pengadilan Agama maka perkawinan yang kedua terscbut
tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Akibat
hukum bagi i1steri yang perkawinannya dibatalkan setelah Putusan Pengadilan Agama
mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka status Termohon 11 secara hukum
kembali seperti semula sebelum menikah yaitu berstatus perawan bukan janda dari
Termohon 1.

Saran  yang diberikan oleh penulis kepada Kepala Kantor  Urusan
Agama/Pegawai Pencatat Nikah yaitu sebelum melakukan pencatatan perkawinan
hendaklah benar-benar meneliti apakah syarat-syarat perkawinan tersebut telah
terpenuhi. Seorang pria yang hendak ber-poligam: hendaklah dapat memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan baik oleh hukum agama vang bersangkutan
maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang wanita yang
akan melakukan perkawinan hendaklah mengetahui dengan pasti status calon

suaminya,
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ki
T T RUSTAKAAN
BAB 1 l UNIVERSITAS JEMGEER
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah menjadi kodrat, bahwa dalam kehidupan, manusia adalah makhluk
sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, schingga
mengharuskan mereka untuk menjalin hubungan dengan sesamanya. Setiap orang
pasti melakukan hubungan dengan orang lain baik itu laki-laki maupun
perempuan. Dan hubungan tersebut mendorong timbulnya rasa saling tertank
serta menaruh cinta pada jenis kelamin yang berbeda. Adanya dorongan kodrati
tersebut menimbulkan suatu keinginan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan
yang suci yang disebut dengan perkawinan

Pasal | Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan vang
selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan menvebutkan bahwa
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan scorang wanita
sebagal suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah langga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Fsa” Berdasarkan
pengertian di atas tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga)
vang bahagia dan kekal, ini berarti bahwa perkawinan haruslah mendatangkan
suatu kebahagiaan, berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begit
sapa

Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan sekaligus perbuatan hukum
Disebut sebagai perbuatan keagamaan karena perkawinan  merupakan suatu
tkatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan scorang perempuan  yang
menurut Kompilasi Hukum Islam bersifat musaagan gholudhan yaitu suatu ikatan
yang sangat suci dimana tidak hanya orang yang melaksanakan pernikahan dan
orang-orang di sckelilingnya saja yang menyaksikan pernikahan tersebut. akan
tetapt bahwa Allah SWT juga ikut menyaksikan pernikahan tersebut dan Juga
dilaksanakan di hadapan petugas yang berwenang dengan memenuhi syarat dan
rukun perkawinan, Dalam pandangan Islam, perkawinan itu sebaga perbuatan
ibadah. Sclain itu perkawinan juga merupakan perintah Allah dan sunnab Rasul
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Dilihat dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara
seorang laki-laki dan perempuan yang akan melakukan suatu perkawinan

Pada umumnya perkawinan hanya terdiri dari seorang pria sebagai suami
dengan seorang wanita sebagai isteri Prinsip ini lebih dikenal dengan asas
monogami. Namun apabila dikehendaki oleh vang bersangkutan, hukum dan
agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri
lebih dan seorang (poligamil setelah dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu
dan diputuskan oleh pengadilan.

Dalam Islam seorang pria diperbolehkan untuk beristeri lebih dan seorang,
tetapi bukan merupakan anjuran, apalagi perintah, melainkan suatu pembolehan
dalam keadaan tertentu, dengan dibatasi paling banyak empat orang dengan svarat
berlaku adil kepada mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat
An Nisa ayat 3 yang artinya:

“Dan pka kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang vyatm (bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) vang kamu
senangi © dua, tiga atau empat. Kemudian yika kamu takut tidak
dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk
tidak berbuat aniaya”

Meskipun Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami seperti
vang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang pnia hanya
boleh mempunyai seorang 1steri dan scorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami, namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan
tertentu poligami diperbolehkan. Ketentuan untuk ber-po/igam: di dalam Undang-
Undang Perkawinan sebenarnya hanvalah pengecualian dan untuk ity pasal-
pasalnya  mencantumkan  alasan-alasan  yang dapat  dijadikan  dasar
chperbolehkannya poligami

Oleh sebab itu pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan dapat
memben 1zin kepada scorang suami untuk beristeri lebih dari scorang apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan ayat ini jelas sekali
bahwa Undang-Undang Perkawinan telah melibatkan Pengadilan sebagai lembaga
yang cukup penting untuk menetapkan 1zin ber-poligamu,
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Khusus bagi yang beragama Islam izin untuk ber-poligam: itu harus
digjukan ke Pengadilan Agama Tetapi ada kalanya seorang pria yang akan
melakukan poligami tidak mematuhi ketentuan tersebut, misalnya dengan
memalsukan identitas yang menyebutkan bahwa ia berstatus belum kawin pada
waktu melakukan perkawinan yang kedua, kemudian ternyata diketahui sudah
beristeri, schingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan. Maka berdasarkan pasal
71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat dibatalkan
Karena telah disebutkan dalam pasal 56 ayat (3) bahwa perkawinan yang
dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dan Pengadilan
Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya perkawinan tersebut
dapat dibatalkan.

Di samping itu pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Juga menyebutkan
bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin
lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang
ini. Apabila terjadi demikian, maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan
yang baru seperti yang disebutkan dalam pasal 24 Undang-Undang Perkawinan
Pembatalan perkawinan tersebut diajukan kepada Pengadilan dalam daerah
hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami
Isteri, suami aiau 1sten (pasal 25 Undang-Undang Perkawinan)

Salah satu pihak vang dapat mengajukan permohonan  pembatalan
perkawinan adalah pejabat vang berwenang hanya selama perkawinan belum
diputuskan atau pejabal yang berwenang untuk mengawasi  pelaksanaan
perkawinan menurut undang-undang Hal i1 sebagaimana tersebut dalam pasal 23
huruf (¢) Undang-Undang Perkawinan jo pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam. Dalam hal wi yang dimaksud dengan pejabat vang berwenang untuk
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut kedua pasal tersebut
misalnya adalah Kepala KUA. Kepala KUA sebagai pejabat yang berwenang
mengawast pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang mempunyar hak
untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut, apabila berpendapat bahwa
perkawinan tersebut cacat demi hukum.

Menurut penjelasan Undang-Undang Perkawinan pengertian perkawinan
dapat dibatalkan berarti sebelumya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena
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adanya pelanggaran aturan-aturan tertentu Untuk menyatakan apakah suaty
perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau tidak masih harus diteliti dan diperiksa
oleh pengadilan dalam proses pembuktian. Menurut pasal 74 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri atau tempat
perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis mempelajan perkara perdata
Nomor:380/Pdt. G/2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003 dengan fakta sebagai
berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor W.m./I-
b/Kp.07.6/4915/SK/2002, terhitung sejak tangpal 28 Januan 2003, Pemohon telah
diangkat dan dilantik menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kampak/Pegawai Pencatat Nikah, dengan tugas antara lain mengawasi dan
mencatat pernikahan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kampak
Kabupaten Trenggalek. Pada tanggal 1 Maret 2003 Pemohon telah melakukan
pengawasan dan pencatatan terhadap pernikahan yang dilakukan antara Termohon
I dan Termohon II, yang dilangsungkan di Desa Bendoagung, Kampak.
Pernikahan tersebut tercatat dalam Buku Nikah pada KUA Kecamatan Kampak
dengan Akta Nikah No:24/01/11/2003 tertanggal 3 Maret 2003. Setelah
pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon 11 belum dikaruniai anak.

Pada bulan Juni 2003 Pemohon mendapat informasi dari tetangga
Termohon | bahwa sebelum menikah dengan Termohon I, Termohon | telah
mempunyal seorang isteri sah. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14
Mei 1997 dengan bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan
Kauman, Kabupaten Tulungagung dengan Nomor:108/56/V/1997. Kemudian
Pemohon mengklarifikasi atau menanyakan kebenaran Kutipan Akta Nikah
tersebut pada KUA Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, dan temyata
Kutipan Akta Nikah tersebut benar, dan Pemohon menanyakan langsung kepada
Termohon 1, dan temyata Termohon 1 juga mengakui bahwa ia telah mempunyai
scorang isteri.

Sewaktu Termohon | menikah dengan Termohon 11, Termohon | mengaku
berstatus jejaka yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa
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Tegalsan, Kecamatan Ambuly, Kabupaten Jember dengan Nomor474/2/21/
5547/2003, karenanya waktu itu secara administras;i pernikahan antara Termohon
! dengan Termohon 11 telah memenuhi syarat, sehingga Pemohon selaku Pegawai
Pencatat Nikah mencatat pemnikahan Termohon [ dengan Termohon II
Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon I telah melakukan
perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. dan melanggar Undang-
Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (a), oleh
karenanya sckalipun pihak-pihak yang bersangkutan, yakmi Termohon I
Termohon 11 dan isteri Termohon 1 tidak keberatan dengan pernikahan Termohon
| dengan Termohon II, namun karena pernikahan tersebut tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan vang
berlaku, maka Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara
Termohon | dengan Termohon 11

Permohonan Pemohon pada intinya memohon agar Ketua Pengadilan
Agama memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan schagai
berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
Menetapkan, membatalkan perkawinan  antara  Termohon | dengan
Termohon [I yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kampak Kabupaten Trenggalek tanggal 1 Maret 2003

- Menyatakan Akte Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor24/01/111,2003
nidak berkekuatan hukum

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum

dengan seadil-adilnya,

Pada hari-han sidang vang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon | dan
Termohon IT hadir di persidangan dan Majelis telah berupaya untuk mendamaikan
kedua pihak akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada
permohonannya. Atas permohonan Pemohon itu, Termohon | dan Termohon 11
membenarkan  hal-hal yang dikemukakan Pemohon dan menyatakan tidak
keberatan apabila perkawinan mercka harus dibatalkan.
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Tegalsar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dengan Nomor474/2721/
5547/2003, karenanya waktu itu secara administras;i pernikahan antara Termohon
| dengan Termohon II telah memenuhi syarat, sehingga Pemohon selaku Pegawai
Pencatat Nikah mencatat pernikahan Termohon [ dengan Termohon II
Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon 1 telah melakukan
perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, dan melanggar Undang-
Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (a), oleh
karenanya sekalipun pihak-pihak yang bersangkutan, yakm Termohon I
Termohon 11 dan isteri Termohon | tidak keberatan dengan pernikahan Termohon
I dengan Termohon II, namun karena pernikahan tersebut tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan vang
berlaku, maka Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara
Termohon | dengan Termohon 11

Permohonan Pemohon pada intinya memohon agar Ketua Pengadilan
Agama memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan schagai
berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
Menetapkan, membatalkan perkawinan antara  Termohon | dengan
Termohon Il yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kampak Kabupaten Trenggalek tanggal 1 Maret 2003

- Menyatakan Akte Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/111/2003
tidak berkekuatan hukum

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon perkara int diputus menurut hukum

dengan seadil-adilnya,

Pada hari-han sidang vang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon | dan
Termohon IT hadir di persidangan dan Majelis telah berupaya untuk mendamaikan
kedua pihak akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon letap pada
permohonannya. Atas permohonan Pemohon itu, Termohon | dan Termohon 11
membenarkan hal-hal yang dikemukakan Pemohon dan menyatakan tidak
keberatan apabila perkawinan mercka harus dibatalkan.
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Dalam proses pemeriksaan permohonan tersebut, oleh Pengadilan Agama
yang bersangkutan kemudian diberikan pertimbangan hukum yang menyatakan
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah perkara tentang
perkawinan poligami, berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan
harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa perkara ini termasuk
perkara yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama, Pemohon sebagai
Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA yang berwenang dan mempunyai tugas
mengawasi dan mencatat pelaksanaan perkawinan maka Pemohon berkepentingan
dan berhak mengajukan pembatalan perkawinan Pertimbangan hukum vang lain
yaitu bahwa pernikahan antara Termohon | dengan Termohon 11 tidak memenuhi
persyaratan  yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena
pernikahan tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama padahal Termohon I telah
mempunyai seorang isteri yang dinikahinya pada tanggal 14 Mei 1997 Termohon
I masih terikat perkawinan dan dapat menikah lagi karena telah memalsukan
identitas dan mengaku masih berstatus jejaka, Termohon | dan Termohon 11
mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menvatakan
tidak keberatan apabila perkawinan mereka dibatalkan. pemnikahan Termohon |
dengan isteri pertamanya yang telah dikaruniai scorang anak sampai sekarang
masih kumpul rukun dan belum pernah bercerai, terbukti pula menurut hukum
bahwa Termohon | telah menikah lagi dengan Termohon Il tersebut tanpa
sepengetahuan istert pertama, serta tidak pula mendapat izin dari Pengadilan
Agama schingga perkawinan yang kedua tidak mempunyai kekuatan hukum

Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, kemudian pihak
Pengadilan Agama  membenkan putusan yaitu dikabulkannya permohonan
petitum primer angka 1 dan 2, membatalkan perkawinan Termohon | dan
Termohon 11, permohonan Pemohon angka 3 tidak dapat diterima karena yang
berhak menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Termohon | dan Termohon 11
tidak mempunyai kekuatan hukum adalah KUA

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertank untuk membahas
persoalan tersebut dalam judul “PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI
OLEH PENGADILAN AGAMA DENGAN ALASAN TIDAK ADANYA
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IZIN DARI PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek
Nomor: 380/Pdt.G/2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
permasalahan yang akan penulis bahas dalam sknipsi ini adalah:
|. Bagaimana kewenangan Kepala KUA dalam mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara
pembatalan perkawinan poligami?
3. Bagaimana akibat hukum bagi isteri yang perkawinannya dibatalkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitan diperlukan adanya arah yang jelas mengenai hasil
vang akan dicapai dan tentunya tidak akan terlepas dari suatu tujuan, Adapun
twuan dari penclitian sknipsi ini dibedakan menjadi dua vaitu (ujuan umum dan

tujuan khusus.

1.3 1 Tupan Umum
I. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas seria syarat-syarat yang
diperiukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember:
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan vang diperoleh di
bangku kuliah dengan praktek yang ada dan memberikan sumbangan
pada Almamater tercinta.
1.3.2  Tuuan Khusus
L. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kewenangan Kepala KUA
dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan
hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana akibat hukum bagi isteri
yang perkawinannya dibatalkan.
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IZIN DARI PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek
Nomor: 380/Pdt.G/2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003)™.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang vyang telah diuraikan di atas, maka
permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah:
|, Bapaimana kewenangan Kepala KUA dalam mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara
pembatalan perkawinan poligami?
3. Bagaimana akibat hukum bagi isteri yang perkawinannya chbatalkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya arah yang jelas mengenai hasil
vang akan dicapai dan tentunya tidak akan terlepas dari suatu tujuan. Adapun
tujuan dari penelitian skripsi ini dibedakan menjadi dua yailu tujuan umum dan

tujuan khusus.

131 Tujuan Umum
I. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang

diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember:

el

Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh di
bangku kuliah dengan praktek yang ada dan memberikan sumbangan
pada Almamater tercinta.
.32 Tujuan Khusus
[ Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kewenangan Kepala KUA
dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan:
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa vang menjadi dasar pertimbangan
hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana akibat hukum bagi isteri
yang perkawinannya dibatalkan.
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1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karva
tlmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran serta menjalankan prosedur vang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang mempunyai svarat
karya ilmiah, maka digunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai
benkut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, vakni penelitian
yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau nonma-norma
dalam hukum positif,

1.4.2 Pendekatan Masalah

D1 dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang
dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau Jawaban mengenai isu hukum
yang sedang dicoba dipecahkan Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam
penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (starute approach),
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (hstorical approach),
pendekatan  komparanf (comparative approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach).

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan sknpsi ini adalah pendekatan
perundang-undangan (Starute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).
Pendekatan  perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan
pembatalan perkawinan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan. Pendekatan
kasus yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus vang berkaitan
dengan isu yang dihadapi yang telah memadi putusan Pengadilan yang lelah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang dipakai dalam sknipsi ini adalah
putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:380/Pdt. G/2003/PA TL Tanggal
24 Juh 2003 (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93),
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1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dapat dibedakan menjadi sumber
bahan hukum primer dan sumber bahan hukum skunder.
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang terdin dan peraturan
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
peraturan  perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud
Marzuki, 2005 : 141). Sumber bahan hukum primer vang berkaitan dan digunakan
dalam permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-lUndang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor
| Tahun 1991 tentang Perintah Penyebaran Kompilast Hukum Islam, Putusan
Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 380/Pdt G/2003/PA TL. Tanggal 24 Juh
2003 serta peraturan perundang-undangan lain vang berkaitan dengan
permasalahan yang sedang dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sckunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005; 141)
¢.  Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non
hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukum adalah wawancara Hasil
wawancara dengan pejabat yang paling punya kewenanganpun bukan merupakan
bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoritatif Akan
tetapi hasil wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum
(Peter Mahmud Marzuki, 2005:165), Oleh karena itu penulis menggunakan
wawancara sebagai bahan non hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan
dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.
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1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dapat dibedakan menjadi sumber
bahan hukum primer dan sumber bahan hukum skunder.
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum vang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum prnimer yang terdin dan peraturan
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
peraturan  perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud
Marzuki, 2005 : 141). Sumber bahan hukum primer yang berkaitan dan digunakan
dalam permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor
| Tahun 1991 tentang Perintah Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, Putusan
Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:380/Pdt G/2003/PA TL Tanggal 24 Juh
2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
permasalahan yang sedang dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 141),
¢.  Bahan Non Hukum

D dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non
hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukum adalah wawancara Hasil
wawancara dengan pejabat yang paling punya kewenanganpun bukan merupakan
bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoritatif Akan
tetapi hasil wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum
(Peter Mahmud Marzuki, 2005:165). Oleh karena itu penulis menggunakan
wawancara sebagm bahan non hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan
dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.
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1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah mengpunakan analisis deskriptif kualitatif vaitu suatu metode yang
bersifat memberi keterangan, penjelasan dan untuk memperoleh gambaran secara
singkat mengenai asas-asas dan informasi-informasi untuk menyampaikan segala
informasi dan bahan hukum yang sudah diperoleh, kemudian menerapkannya
menurut landasan hukum yvang berlaku dari teori-teori vang ada

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini adalah menarik kesimpulan. Untuk
menarik kesimpulan, penulis menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang
menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang
telah dibangun dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171 )
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BAB 2 Wit
TINJAUAN PUST UN:V LRSITAS Em

2.1 Pengertian Perkawinan Poligami

Perkawinan adalah suatu lembaga dalam kehidupan manusia yang sangat
indah, agung dan sakral, yang merupakan awal dari suatu hidup bersama scbagai
suami isteri dalam rumah tangga Menurut pasal | Undang-Undang Perkawinan,
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagal suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Apabila ditelaah,
pasal tersebut memberikan implikasi bahwa pada dasarnya perkawinan hanya
dapat dilakukan antara seorang pria dengan scorang wanita saja. Untuk dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk sebuah keluarga vang bahagia
dan kekal, maka seorang suami hanya diperbolehkan memiliki seorang isteri, dan
seorang ister1 hanya diperbolehkan memuliki seorang suami dalam waktu yang
sama. Prmsip 1 lebth dikenal dengan asas monogami Namun apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan, hukum dan agama dan vang bersangkutan
mengizinkannya, seorang suami dapat beristeni lebih dari seorang (poligami),

Poligam: berasal dari kata “polt” dan “gami”. Secara etimologi, poli
artinya “banyak™, gant artinva “isteri”. Jadi, poligami itu artinya bensten banyak
Secara termunologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu
ister1”. Atau, “seorang laki-laki benisten lebih dan seorang, tetapi dibatasi paling
banyak empat orang” (Abd Rahman Ghazaly, 2006:129) Sedangkan menurut
Socmiyati (2004:74) poligam: ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan
lebih dan seorang wanita dalam waktu yang sama

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogam: di
dalam perkawinan. Hal im tegas disebut dalam pasal 3 avat (1) vang berbunvi
“Pada asasnya scorang pria hanya boleh mempunyai scorang isten seorang ister
hanya boleh mempunyai scorang suami”. Akan tetapi asas monogam:i dalam
Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat
pengarahan  kepada pembentukan perkawinan  monogami  dengan  jalan

mempersulit penggunaan lembaga poligam: dan bukan menghapuskan sama sekali
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sistem poligami (Soemiyati, 2004:77). Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari
Akmal Tarigan, (2004:162) poligami ditempatkan pada status hukum darurat
femergency law) atau dalam keadaan yang luar biasa (extra ordinary
circumstance).

Meskipun poligami dimungkinan terjadi dalam masyarakat, namun bukan
berarti poligami dapat dilaksanakan secara bebas menurut kehendak sendin.
Pelaksanaan poligami tersebut merupakan suatu perkecualian yang hanya
diperbolehkan bagi seorang pria vang betul-betul dapat memenuhi persyaratan
untuk ber-poligami. Jadi tidak setiap pria boleh melakukan poligami.

Sama halnya dengan asas perkawinan vang terkandung dalam Undang-
Undang Perkawinan, asas perkawinan dalam Hukum Islam pada dasarmnya juga
menganut asas monogami, yaitu menghendaki bahwa dalam sebuah pemikahan
hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang isten dan seorang isteri hanva
memiliki seorang suami dalam waktu yang sama. Ketentuan i terdapat dalam Al
Qur’an surat An Nisa ayat 3 “... _ kalau kamu tidak akan adil diantara Isteri-ister)
kamu itu, seyogyanya kamu mengawini seorang perempuan saja, vang demikian
it lebith dekat untuk tidak berbuat amaya”. Menurut Soemivati, (2004:77)
maksud anjuran Tuhan untuk benstert satu saja adalah untuk menghindarkan
sescorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atay
menderita apabila benisteri lebih dari satu Namun prinsip monogam: dalam Islam
tersebut tidaklah mutlak, artinya pada kondisi tertentu dimungkinkan seorang laki-
lakt memiliki isteri lebih dan seorang Dasar pembolehan poligam: 1m adalah
firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang vatim (bilamana kamu mengawininya),

maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi . dua, tiga

atau empat. Kemudian jika kamu takut tudak dapat berlaku adil.

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak vang kamu

miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniava"
Agama Islam memberikan pintu darurat bagi seorang laki-laki untuk melakukan
perkawinan poligami. Poligam: yang ditawarkan Islam adalah poligami terbatas
dengan  disertai  persyaratan-persyaratan  yang cukup berat. Jadi, Islam
membolehkan manusia beristeri sampai empat orang, boleh ber-poligami, tetapi

poligami yang tertutup (Hilman Hadikusuma, 2003:39),
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Secara realita permasalahan poligami ini telah menjadi pro dan kontra.
Islam memandang policami lebih banyak membawa risiko/mudharar daripada
manfaatnya, karena manusia menurut Jitrahnya (human nature) mempunyai watak
cembury, ir1 hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul
dalam kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan yang poligamis. Dengan
demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga,
baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dan 1steri-istennya,
maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu
hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monaoganii,

Dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cembury, mn hati
dan suka mengeluh dalam kehidupan yang monogamis. Berbeda dengan
kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan merangsang
timbulnya perasaan cemburu, in hat atau dengki dan suka mengeluh dalam kadar
tinggl, schingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula
membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligam: hanya diperbolehkan bila
dalam keadaan darurat, misalnva isten ternyata mandul, sebab menunn Islam,
anak tiu merupakan salah satu dan tiga human investment yang sangat berguna
bagi manusia setelah ia meninggal duma, yakni bahwa amalnya tudak tertutup
berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo a untuknya. Maka dalam
keadaan 1sten mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis
hasil laboratoris, suami diizinkan ber-poligam: dengan syarat 1a benar-benar
mampu mencukupt natkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam
pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya (Abd Rahman Ghazaly,
2006: 131)

2.2 Persyaratan Perkawinan Poligami

Untuk dapat melakukan poligami, seseorang harus dapat memenuh)
syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh hukum agama yang bersangkutan
maupun oleh peraturan perundang-undangan yvang berlaku Dalam Islam, Allah
SWT membolehkan seseorang untuk ber-poligami. Kebolehan ity bukan
merupakan  kebolehan mutlak, tetapi kebolehan bersyarat dengan disertai
tanggung jawab berat bagi pria yang melakukannya Islam membolehkan
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seseorang untuk ber-poligami sampai dengan empat orang isteni dengan syarat
pokok yang harus dipenuhi yakni suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-
isterinya. Yang dimaksud adil disini menurut Abd. Rahman Ghazaly, (2006:129)
yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian,
giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: Syarat utama beristeri
lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteni dan anak-
anaknya. Ditegaskan lagi dalam ayat (3) bahwa apabila syarat utama tersebut
tidak dipenuhi, maka suami dilarang untuk beristeri lebih dari seorang.

Adil itu bukan suatu yang mudah untuk dilaksanakan Suatu indikasi
bahwa kebolehan untuk ber-poligam: sangat sulit dipraktekkan karena tidak
semua pria dapat memenuhi persyaratan keadilan sebagaimana ditegaskan oleh
Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 129 yang artinva: “Dan kamu tidak akan
mampu berlaku adil diantara isteri-isterimu, walaupun kamu mgmn sekali berbuat
begitu. Oleh karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada scorang vang
kamu cintai hingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung . . Imi berarti
bahwa apabila suami tidak mampu untuk berlaku adil cukuplah kawin dengan
satu isten saja. Apabila suanu khawatir berbuat d=altm dan tidak mampu
mermenuhi semua hak mereka, maka 1a haram melakukan poligamt (Abd. Rahman
Gihazaly, 2006 132)

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, mengenai persyaratan
untuk ber-poligam: bag seorang pria diatur dalam pasal 3 ayat (2) vaitu sebagai
bernkut:

a. Harus ada 1z21n dan pengadilan
Lembaga yang berwenang untuk memberikan wzin ber-poligami bagr suami
adalah Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama bagi mercka yang beragama
[slam dan Pengadilan Negen bagi mereka yang beragama selain Islam.
Pembenan 1zin ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi,
karena apabila tidak ada 1zin pengadilan maka poligami tidak dapat dilakukan
atau lebih jauh dan itu keabsahan poligami secara hukum tidak ada.

b. Bila dikehendaki oleh yvang bersangkutan
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Kehendak itu harus dinyatakan oleh suami yang akan beristeri lebih dari
scorang dengan jalan mengajukan permohonan tertulis berikut alasan-
alasannya kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

¢. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, artinya tidak ada
larangan dalam hal ini
Dalam hukum perkawinan telah ditentukan beberapa wanita vang boleh
dikawini, maksudnya tiada larangan untuk kawin Di samping 1tu karena tidak
semua agama mengizinkan umatnya ber-poligami maka dalam hal ini
mengharuskan agama calon suami memperbolehkan untuk ber-poligam: (Titik
Triwulan Tutik dan Trianto, 2007:123)

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan

hanya memberikan izin kepada suami vang akan bensteri lebih dan seorang

apabila:

a. Isten tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Isten tidak dapat melahirkan keturunan

Tetapi dengan alasan-alasan tersebut tadi bagi s1 pemohon belum cukup dapat

diterima oleh pengadilan, oleh karena itu pengadilan masith akan memenksa

syarat-syaratl yang lain sepertt yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) yaitu

a. Ada tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis
Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus
diucapkan di depan sidang pengadilan

b. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup
isteri-isten dan anak-anak dengan memperhatikan surat-surat keterangan
mengenai penghasilan suam yang ditanda tangani oleh bendahara tempat
bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lamn
yang dapat diterima oleh Pengadilan.

c. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isten-
isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang
dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (Hilman Hadikusuma,
2003:35)
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Perbedaan persyaratan yangadadipasa”daniyajtutﬂrlctakpada,pasa]
4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk
dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan
kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan
melakukan poligami. Tetapi mengingat bahwa untuk dapat dipenuhinya syarat-
syarat tersebut adalah sulit, maka untuk selanjutnya hal ini diserahkan sepenuhnya
kepada penilaian hakim.

Menurut pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang
suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
Alasan ini memang bisa dibenarkan secbab kalau kita kembalikan pada
ketentuan bunyi pasal 1, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarpa
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka dengan tidak dapatnya isten
menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ini berarti hak-hak suami dalam
rumah tangga tidak terpenuhi. Hal imi akan menghalang: tercapainya tujuan
perkawinan seperti tersebut di atas. Tetapi dalam menilai isteri tidak dapat
melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga harus dihubungkan
dengan perlakuan suami terhadap si isteri. Sebab ada kemungkinan juga isteri
tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istent akibat tindakan suami itu
sendini yang hanya mau menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan
kewajibannya dengan semestinya. Dalam hal seperti ini tentu saja kesalahan
tidak dapat ditimpakan pada isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan sebab bagi
suami tentu saja akan selalu menderita lahir dan batin selama hidupnya apabila
hidup bersama dengan isteri yang dalam keadaan demikian, Akan tetapi
scbaliknya menceraikan isteri yang demikian di mana keadaan isteri betul-
betul dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan suaminya adalah suaty
perbuatan yang bertentangan dengan  kemanusiaan. Oleh  karena 1ty
melaksanakan  poligam:  dalam  hal  seperti  ini dipandang lebih
berperikemanusiaan  daripada  mengejar  monagami dengan undakan
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menceratkan isteri yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan
pertolongan dan perlindungan dari SE0rang suami.
Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
Alasan ini adalah alasan yang wajar, schab memperoleh keturunan adalah
merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan bagi manusia
yang normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan. Tetapi
penggunaan alasan ini dalam memberikan izin poligami hakim harus
mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan ity
betul-betul berasal dari prhak isteri. Sebab kemandulan ity dapat juga berasal
dan pihak suami maupun dari isteri. Apabila ternyata kemandulan ini berasal
dari pihak isteri maka alasan ini dapat diterima.

Sedangkan pasal S8 menyebutkan bahwa selain syaral utama yang

disebutkan dalam pasal 55 avat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan
Agama harus pula dipenuhi Syarat-syarat yang ditentukan pada pasal S Undang-
Undang No.1 tahun 1974, yaitu:

i,

Adanya persetujuan isten

Persetujuan ini bisa tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan di depan sidang
pengadilan. Untuk menghindari  hal-hal yang tidak diinginkan misalnya,
pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan itu tertulis, maka pengadilan
sebaiknya harus mendengar langsung dari isteri itu di depan sidang

Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isten-isten
dan anak-anak mereka

Karena untuk menentukan secara konkrit mengenal jaminan yang pasti ini
adalah sulit, maka yang dapat dipakai oleh hakim untuk menentukan ukuran
secara obyektil’ adalah jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan
dinjukan Jumlah kekavaan im dapat didasarkan pada surat bendaharawan
tempat  suami bekerja, atau dapat dilihat dari surat keterangan pajak
penghasilan  atau  surat-surat keterangan lain yang dapat diterima oleh
pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan ins adalah suaty
penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada si pemohon pada saat
permohonan diajukan, bukan kepastian yang mutlak (Soemiyati, 2004:78-79)
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Apabila kita bandingkan pelaksanaan poligami menurut Hukum Islam dan
menurul  Undang-Undang Perkawinan, maka walaupun secara sepintas
persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama,
namun apabila kita kaji lebih lanjut kedua peraturan itu mempunyal persamaan
twuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh kedua peraturan 1tu adalah sama-sama
menghendaki terwujudnya keluarga (rumah tangea) yang bahagia, rukun dan
kekal untuk selama-lamanya. Di samping itu kedua peraturan itu jupa
menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu adalah merupakan satu perkecualian
yang hanya diperbolehkan bagi seorang pria yang betul-betul memenuhi
persyaratan yang harus dipenuhinya. Poligam: bukan merupakan anjuran, apalagi
perintah, melainkan suatu pembolehan dalam kondisi tertentu. Jadi tidak setiap

pria boleh melaksanakan poligami.

2.3 Persyaratan Adanya lzin Dari Pengadilan

Apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang atau hendak
melakukan poligam: maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dan
pengadilan, Pasal 40 PP No.9 tahun 1975 menyatakan bahwa ° Apabila seorang
suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Khusus bagi yang beragama Islam
1zin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 56 ayat (1) Kompilast Hukum
Islam menyebutkan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu harus
mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang
suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak
yang bersangkutan. Dengan avat ini jelas sekali bahwa Undang-Undang
Perkawinan telah melibatkan Pengadilan sebagai lembaga yang cukup penting
untuk menetapkan izin ber-poligami. Pemberian izin dari pengadilan ini
merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, karena bila tidak ada izin pengadilan
maka poligami tidak dapat dilakukan atau lebih dari itu, poligami tidak
mempunyai kekuatan hukum. Untuk mendapatkan izin dari pengadilan tersebut
maka harus dipenubhi syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan,
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Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa
pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dani
seorang apabila:

a. Isteri idak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Isten ndak dapat melahirkan keturunan

Tetapi dengan alasan-alasan tersebut tadi bagi si pemohon belum cukup dapat

diterima oleh pengadilan, oleh karena itu pengadilan masih akan memeriksa

Syarat-syarat yang lain seperti yang termuat dalam pasal S ayat (1) yaitu:

a. Ada tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis.
Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus
diucapkan di depan sidang pengadilan.

b. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anak dengan memperhatikan surat-surat keterangan
mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat
bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lam
yang dapat diterima oleh Pengadilan.

¢ Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang
dibuat dalam bentuk vang ditetapkan untuk itu (Hilman Hadikusuma.
2003:35).

Dalam melakukan pemeriksaan mengenar hal-hal di atas, pengadilan harus
memanggll dan mendengar isteri yang bersangkutan Pemeriksaan pengadilan
untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) han setelah
diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (Pasal 42 PP No.9
Tahun 1975) Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama
Trenggalek yaitu Bapak Drs. Arifin, beliau mengatakan bahwa persetujuan isteri
harus diucapkan secara hisan di persidangan dengan menghadirkan isteri
(termohon), selain itu juga membuat surat pernyataan tidak keberatan apabila
suaminya (pemohon) ber-poligami. Surat pernyataan tersebut harus ditanda
tangani oleh isteri (termohon). Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup
alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang wanita, maka Pengadilan
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memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal
43 PP No.9 tahun 1975). Tentang diperlukannya adanya persetujuan dari isteni-
isteri untuk diperkenankan suaminya kawin lagi dengan wamita lain, apabila
lemyata isteri/isteni-isteri yang akan diminta persetujuan tidak mungkin
memberikan persetujuannya, dikarenakan misalnya sakit keras, gila, dan
sebagainya, atau karena isteri/isteri-isteri itu tidak dapat menjadi pthak dalam
perjanjian atau karena tidak ada kabar lagi isterinya selama sekurang-kurangnya
dua tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu dimlai oleh hakim, maka
persetujuan isteri/isteri-isteri itu tidak diperlukan bagi suami yang akan kawin lagi
itu (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan),

lzin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan, sehingga
dalam pasal 44 PP No.9 tahun 1975 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang
untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami vang akan bensten lebih
dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan Pasal 56 ayat (3) menyebutkan
bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa
1zin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutmya pada
pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam
memberikan 1zin untuk ber-poligami, Sehingga bagi isteri vang tidak mau
membenkan persetujuan kepada suaminya untuk ber-poligami, persetujuan itu
dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari
Akmal Tangan, (2004:169) peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan
praktik poligam: menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya
lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poltgami Oleh karena itu
apabila seorang suami melakukan poligamt tanpa izin dan Pengadilan Agama
maka terhadap perkawinan yang kedua tersebut dapat dibatalkan. Hal im diatur
dalam pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suatu
perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa
1zin Pengadilan Agama.

2.4 Pengertian Pembatalan Perkawinan
Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan dischut juga dengan
Jasakh. Fasakh berasal dari bahasa Arab dan akar kata fa-sa-kha yang secara


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

etimologn berarti membatalkan Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan
berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan (Amir Syarifuddin,
2006:242),

Menurut Abd. Rahman Ghazaly (2006:142) yang dimaksud dengan mem-
fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami
dan isteri. Sedangkan menurut Soemiyati (2004:113) arti fasakh ialah merusakkan
atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas
permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama

Selanjutnya menurut Kamus Besar Bshasa Indonesia Pembatalan

perkawinan atau fasakh adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan
Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan
Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan
Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan
hakikat dari fasakh itu, yaitu
Pertama: kata “pembatalan” mengandung arti bahwa Jasakh mengakhiri
berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kata
“pencegahan” yang berarti tidak bolehnya berlangsung sesuatu sebelum perbuatan
dilaksanakan
Kedua: kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan
tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak
terhadap yang lainnya
Ketiga: kata “Pengadilan Agama™ mengandung arti pelaksanaan atau tempat
dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan yang dalam
hal im adalah Pengadilan Agama, bukan di tempat lain. Hal ini berbeda dengan
putusnya perkawinan dengan thalaq vang menurut sebagian ulama figh tidak
mesti dilakukan di Pengadilan Agama.
Keempar: kata “berdasarkan tuntutan isten atau suami yang dapat dibenarkan oleh
Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum
pernikahan”. Ungkapan im merupakan alasan terjadinya fasakh, yaitu pengaduan
pihak isteri atau suami yang dapat dibenarkan dan/atau pernikahan yang telah
berlangsung kesckian tahun, kemudian hari diketahui tidak memenuhi hukum
pernikahan
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Fasakh pada dasamya tegadi atas inisiatif pihak ketiga vaitu hakim,
setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik
karena pada perkawinan vang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan.
seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada din suami atay
isteni terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan
perkawinan itu (Amir Syarifuddin, 2006:242-243 ).

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan
Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh
lebth baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini
dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh
instansi lain di luar Pengadilan,

2.5 Alasan Pembatalan Perkawinan

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan
dapat dibatalkan, apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan, Namun demikian perkawinan vang tidak memenuhi syarat tidak
dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputus oleh pengadilan Selain
itu pembatalan perkawinan juga dapat digjukan apabila salah satu atau kedua
belah pihak masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah hal ini disebutkan
dalam pasal 24 Undang-Undang Perkawinan

Adapun alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam
Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam pasal 26 dan 27 adalah
I. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan
yang tidak berwenang
Wali mkah yang melakukan perkawinan itu tidak sah

| §%)

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum

L7 TR -SSR S

Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau
ister.

Apa yang dimaksud dengan kata “di bawah ancaman yang melanggar
hukum™ yang dijadikan ukuran adalah bentuk dan sifat ancamannya yang patut
dikategorikan dengan perbuatan dengan kekerasan yang menakutkan dengan
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menggunakan atau tanpa senjata, sehingga suamifisteri terpaksa melakukan
perkawinan,

Sedangkan “salah sangka mengenai diri suami atau isteri”, dapat
ditafsirkan bahwa pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi
kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau isteri
yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami
atau ister tersebut.

Selanjutnya pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan,
Apabila ancaman telah berhenti, atau vang bersalah sangka itu menvadari
keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pekawinan itu masih
tetap hidup bersama sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk
mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya itu gugur

Sedangkan menurut pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. suaty perkawinan
dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan
Agama

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih
menjadi 1stent pnia lain yang mafqud

¢. Perempuan yang dikawini termyata masih dalam masa iddah
dan suami lain

d. Perkawinan yang melangear batas umur perkawinan
sebagmmana  ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974

¢ Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh
wali yang tidak berhak

I Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Adapun perkawnan batal apabila bertentangan dengan ketentuan agama
sepert yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 yaitu apabila

a  Svami melakukan  perkawinan, sedang ia tidak berhak
melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang
isteri, sckalipun salah satu dan keempat isterinya ity dalam
iddah talak raj"1.

b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili’annya

¢. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi nga
kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah
menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al
dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai
hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu
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yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-
Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah
alau ke atas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping
yaitu antara saudara, antara scorang dengan saudara orang
tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu
dan ibu atau ayah tin

4. Berhubungan sesusuan, vaitu orang tua sesusuan, yaitu
orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan
bibi atau paman sesusuan.

e Isten adalah saudara kandung atau sebagar bibi atau
kemenakan dari isteri atau Isten-isterinya.

2.6 Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Ada kesan bahwa pembatalan perkawinan dapat tenjadi karena kurangnya
pengawasan baik dan pihak keluarga maupun pejabat yang berwenang, schingga
perkawinan itu terlanjur terlaksana meskipun setelah itu ditemukan pelanggaran
terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum munakahar Jika ini tenjadi,
maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersecbut  atas
permohonan pihak-pihak vang berkepentingan. Adapun pthak-pthak vang dapat
mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan
lurus ke atas dan suami dan istert dan orang-orang yang memiliki kepentingan
langsung terhadap perkawinan tersebut

Menurut pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, yang dapat mengajukan
pembatalan perkawinan yaitu,

a. Para keluarga dalam gans keturunan lurus ke atas dari suami
atauy 1sten

b Suami atau isters

¢ Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum
diputuskan

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang
i dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum
secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya
setelah perkawinan itu putus

Sedangkan menurut pasal 73 Kompilasi Hukum Islam vang dapat
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:
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a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke
bawah dari suami atau isteri

b. Suami atau isteri

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan
menurut undang-undang

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat
dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam
pasal 69

Batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan,
Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan ke pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal
pasangan suami isteri tersebut atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari
pasangan tersebut baik suami atau isteri. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat
perkawinan berlangsung. Pembatalan perkawinan tersebut dimulai setelah
keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat

berlangsungnya perkawinan
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4.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan mengenai

Pembatalan Perkawinan Poligami Oich Pengadilan Apama Denegan Alasan Tidak

Adanya lzin Dari Pengadilan (Studi putusen Pengadilan Agama Trenggalek

Nomor:380/Pdt.G/2003/PA TL Tangeal 24 Juli 2003) adalah sebagai berikur:

. Kepala KUA berwenang mensajukan pembatalan perkawinan apabila 1a
mengetahui adanva cacat hukum dalam suam perkawinan, Dalam perkara
i Pemohon selaku Kepala KUA Kecamatan Kampak termasuk salah satu
pejabat yang berwenang dalum mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf (c) Undang-
Undang Perkawinan jo. pasal 73 huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam, karena
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor:W.m /1-b/Kp 07.6/
4915/SK/2002 Tangeal 16 Desember 2002 yang terhitung sejak tanggal 28
Januan 2003, Pemohon telah diangkat dan dilantik menjadi Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kampak/Pepawai Pencatat Nikah dengan tugas
antara lain mengawasi dan mencatat permkahan yang dilakukan di wilayah
Kecamatan Kampak. Dalam hal im Pemohon telah melakukan pengawasan
dan pencatatan terhadap permkahan yang dilakukan oleh Termohon | dan
Termohon I pada tanggal | Maret 2003 dan 1elah mengeluarkan Akta Nikah
Nomor:24/0 /11172003 tertanggal 3 Maret 2003, Oleh karena itu, karena ia
mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan antara Termohon |
dengan Termohon 11 yaitu tidak dipenuhinya persyaratan untuk ber-poligam:
seperti yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan vang
berlaku, maka 1a berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 23 huruf (c) Undang-Undang
Perkawinan jo. pasal 73 huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam.

2. Dasar pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutus perkara pembatalan
perkawinan poligam: antara Termohon [ dengan Termohon 1 vaitu bahwa

suami yakni Termohon 1 telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan

51
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dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, jo. pasal 40 Peraturan
Pemerintah No 9 Tahun 1975, jo. pasal 56 avat (1) dan ayat (2) Kompilas
Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami vang hendak bernistenn lehih
dari scorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan
ketentuan pasal 56 ayat (3) dan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam
apabila seorang suami menikah lagi atau melakukan poligami tanna 1zin dari
Pengadilan Agama maka perkawinan vang kedua tersebut tidak mempunvai
kekuatan hukum dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

Secara hukum pisahnya seorang laki-laki dengan scorang perempuan dalam
suatu ikatan perkawinan yang dikarenakan adanya putusan pembatalan
perkawinan mengakibatkan laki-laki dan perempuan tersebut kembali pada
statusnya semula, maka status isteri vaitu Termohon I secara hukum
kembali seperti semula sebelum menikah vaitu berstatus perawan bukan
Janda dar Termohon |,

4.2 Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memberikan saran

schagail benkut

bt

Kepala Kantor Urusan Agamu/Pegawai Pencatat Nikah sebelum melakukan
pencatatan  terhadap suatu perkawinan hendaklah benar-benar menelits
apakah svarat-syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, sehingga
tenadinya perkawinan yang cacat hukum dapat dihindari

Seorang pria yang hendak ber-poligarmi hendaklah dapat memenuhi
persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan baik oleh hukum agama yang
bersangkutan maupun oleh peraturan perundang-undangan vang berlaku,
pemahaman akan Undang-Undang Perkawinan menjadi suatu hal yang
sangat penting untuk dipahami

Seorang wamita yang akan melakukan perkawinan hendaklah megetahu
dengan pasti status calon suaminya, karena apabila dikemudian han termyata
diketahui bahwa suaminya telah memiliki isteri, perkawinannya dapat
dibatalkan, dalam hal ini pihak isten atau wanita yang paling dirugikan
Meskipun status hukumnya kembali seperti semula yaitu perawan, namun
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secara biologis tidak mungkin 1a kembali menjadi perawan, hanva secara
vuridis saja 1a perawan. Tetapi mengenai status perawan secars vundis ini
belum diatur dalam peraturan perundang-undanpan. Oleh karena itu
hendaklah ada peraturan yang jelas mengenai status perawan secara yuridis
ini, schingga status seorang wanita akibat pembatalan perkawinan akan
menjadi jelas. Dan apabila dikemudian han ia menikah lagi, tidak ada pihak

yang merasa tertipu dengan statusnya tersebut.
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ljin Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
di -
TRENGGALEK

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan
kepada Saudara seorang mahasiswa °

Nama ‘ MURIH RAHAYU

NIM 1030710101301

Program S 1 llmu Hukum

Alamat :RL 24 Rw, 12 Ds. Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

Keperluan  : Penelitian Tentang Masalah

PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN SUAMI
MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA

Schubungan dengan hal tersebut diates kami mohon bantuan secukupnye, karena hasil
dari penelitian i digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Sknpsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang batk kami ucapkan tenmakasth.

ok Sudarvanto, S H., M.S.
?. 131 120332

Tembusan Kepada Yth
Ketua Bagan/Jurusan Hukum Perdata
Yang bersanghutan
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- KONSULTASI

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
di -
TRENGGALEK

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan
kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : MURIH RAHAYU

NIM : 030710101301

Program : S 1 lmu Hukum

Alamat ‘Rt 24 Rw. 12 Ds, Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

Keperluan  : Penelitian Tentang Masalah
PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN SUAMI
MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil
dari konsultast ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Tembusan Kepada Yih :

.
L

Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata

Yang bersangkutan

Arsip
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
® (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

Nomor 11234251, 1/PP.9/2007 Jember, 22 Maret 2007
Lampiran
Perihal : Permohonan Salinan Putusan

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
di—
TRENGGALEK

Assalamu’alaikum Wr Wb

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek
Cq. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Trenggalek, bahwa kami selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Jember mohon sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama
Trenggalek Cq. Panitera/Sekretaris untuk memberikan copy salinan putusan perkara
yang telah incraht sesuai dengan judul skripsi yang akan ditulis oleh mahasiswa kami
dengan identitas:

Nama ' MURIH RAHAYU

NIM : 030710101301

Fakultas/Jurusan - Hukum/limu Hukum

Alamat Rt 24 Rw. 12 Ds. Cakul Kec. Dongko Kabupaten Trenggalek

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih

Wassalamu alakum Wr.Wh

bantu Dekan |,

Z/
'ﬂﬁé:m, SH.MS.

- 131120 332

Tembusan Kepada Yth
* Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
* Yang bersangkutan
*  Arsip
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PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

JL. DR. SUTOMO NO. 21 TELP./FACS. 0355-791427
TRENGGALEK 66311

SURAT KETERANGAN

Nomor: W13-A21/0694 /TL.00/VI/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Trenggalek dengan

ini menerangkan hahwa :

Nam ¢ Murih Rahayu

NIM ¢ 030710101301

Program  : 8.1 llmu Hukum Universitas Jember

Alamat : RT. 24, RW. 12 Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten
Trenggalek

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek tentang masalah
“PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN SUAMI MELAKUKAN
POLIGAMI TANPA LIIN PENGADILAN AGAMA" sejak tanggal 09 April 2007 hingga

selesai.
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PUTUSAN
Nomor : 380/Pdt.G/2003/PA TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memériksa dan mengadili perhain perdata dalam
tingkat pertzma dengan persicangan Majlis, telah menjatuhkan putisan sebacai berikut dalam
perkara pembatalan perkawinan 'yang diajukan anfara -

SUn MSSRSSSINS | SRS mur 37 tahun, agama Istam.
pekerjaan’ Kepala KUA. Kecamafan Kampak, alamat kantor di Jalan Raya
Kampak, Kecamalan Kﬂmpak, Kabupaten Trenggalek, tempat tinggal di Jalan
Yos Sudarso Nomor 11 b, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN

PR, b WSS 0 27 tahun, sgama Islam, pekerjaan

swasta, temapattinggal di Dusun Kedungdowo RT/R'W 34/07, Desa

. Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Treng-lek, s:lanjutnya disebut
sebagai TERMOHON [ s e

RN )i MRS v 23 tahun, agmene dshon, ooker, o swasta, tempat

tingpal di Dusun Kedungdowo RT/RW. 34/07, Desa ii-.'mlulngl.mg. Kecamatan

Kampak, Kabupaten Trenggalek, selunjutnya disebut sebagai TERMOHON I,

Pengadilan Agama (ersebiut, —=me e e e

Setelah membaca surat permobonan Pemohon jee s i iaeaees

Setelah mendengar keterangan  piuk Pemohdin, Tenmohon 1+ dan Tenmohon 11 dimika

pﬂrhldm‘lgﬂﬂ B e
Dan setelah mempelajan surot=serat yano berdGmtan dengan perkarm il s s e
TENTANG DHDUK PEREARANYA -
Meniubang, balwa  Pernohion 1000 v gokan penmnohonan ke Pengadilan Agama
Trenggalek tertangga' '* Lo oy heiadtar di Kepamiteraan Pengadilan Agama

Trenggalek dibawah (s ook g Novwa RO GR003/PATL, tanggal | Juli 2003,
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dc‘g@ tambahan keterangan secara ° Imsan olehnya sendiri dimuka persidangan, telah

mengajukan hal-hal sebagaimana’ tersebut dibawah ini’;
i ‘B'ahwa berdasarkan Surat: =Keputusan-. Menten Agama Kl Nomor : W.m./l-
b/Kp.07.6/4915/SK/2002, ‘terhitung * sejak tanggal 28 Januari 2003, Pemohon telah diangkat
dan  dilantik menjedi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak/Pegawal Pencatar
Nikah, dengan, tugas antara lain mengawaii dan mencatal pernikalian yang dilaksanakan di

wilayah Kecamatan Kampak K.alhupatr.p Trmgg.qlek .

2. Bahwa - . Pemohan, selaku. .Kepala  Xantor IUmsnn.Agmna Kecamatan Kampak telah
melakukan pengawasan.. da.'rll pencatatan terhadap pernikahan yang dilakukan antara
Termuhon I dengan Tenmohon 11, yang dilangsungkan di Desa’ Bendoagung — Kampak pada
tanggal 1 Maret 2003 dan pernikahan tersebt telah tercatal pada  Buku Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kampak dellgqn akta nikalh nomor . id#ﬂlﬂl[ﬁﬂﬂfﬁ tertanggal 3
Maret 2003 ; -

1. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Termohon 1 dengan Termohon II telal hidup rukun
sebagaimana layaknya suami-istr, namun belum dikaruniai anak dan mereka tinggal di
rumah kontrakan di Komplek' Perumahan Jenggolo 'Indah Blok R numor 8 Gogorante —
Kediri, dan sekarang mereka telah pulang dan tinggal bersama di Dusun Keédungdowo RT
34 RW. 07, Desa Bendoagurig, Kécamatan Kampak, Kabupaten Trnggilek | seseemmmme-.

4. Bahwa bulan ‘Juni 2003, Pemaohoin mendapal informasi dari tetanggs Termohon I'yang
bernama Supriyanto yang menerangkan® bahwa sebelumn nikah dengan’ Tenmobon I,
Termohon | telah mempunyai seorang isiri sah bernama Wiwik Indiati, pemikahan tersebuf
dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1997, dengan bukti kutipan akta nikali yang dikeluarkai
oleh Kepala Kantor Urusan. Agama Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung dengan
nomor : 108/56/V/1997 ; i :

5. Bahwa seftelah mendapat informasi - sebagaimana IGI‘SEbl-II diatas, Pemohon kemudian
mengklarifikasi atau mienanyakan kebenaran kutipan Akla Nikah tersebut pada Kanto
Urusan Agama Kecamalan Kauvan, Kabwpaten  Tolugagung, dan terny ata Kutipan Akt:
nikah tersebut benar, dan kemudian Pemalion  menanyakan pula kepada Termohon 1, dar

temyata Térmohon T jupa fnenenkus 'l i telaly mempunyai seorang istri bertama Wiwik

Indiati ;--
6. Bahwa sewakiti Tervolion [ melaksenakan pernikaban dengan Termohon 11, Termohon |
mengaku berstalu~ 1epaba yang dibuktkan dengan surat kelerangan dari Kepala Des
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“ivhJTegalsarl; Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dengan nomor : 474/2/21/5547/2003,

desoleltkarenanya : waktu ifu ‘secara administrasi pernikahan antara Termohon | dengan

v i+ Tetmohon II telah - memnuhi syarat, sehingga ‘Pemohon ‘selaku Pegawai- Pencatat Nikah
mencatat pernikabani’ Termohon [ dengan Termohon' [1pada buku akta nikah pads KUA.
Kecamatan ' Kampak® dan ' telah 'pula : medgelnarkan Kutipan Akta Nikah nomor -
24/01/111/2003 tanggal 3 Maret 2003 ; e =i

7. Bahwa' | berdasarkan -ha-hal tersebut “diatas terbukti hahwa Termohon I telah melakukan

poligami/nikah lagi tanpa ijin'dari Pengadilarl Agama, ‘(comohon | telah melanggar Undang-
undahg. nomor ‘1. tahun 1974 tentang: perkawinan dan Inpres nomor | tahun 1991 tentang
Kompilasi ‘Hukum' Islam pasal’ 71»ayat ‘1, oleh: karenanya sekalipun pihak-pithak yang
bersangkutan, iyakni Termohon I, Termohon 11, dan istri pertama Termohon | tidak keberatan
dengan pemikahan: Termohon 1'dengan Termohon II tersgbut, namun kareria permikahan
tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan  yang berlaku; maka Pemohon untuk dan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kampak, berinisiatif dan mengajrkan gugatan pembatalan perkawinan antara
Termohon I'dengan Termohion 11 tersebut ; - o MRS ——

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruli biaya yang timbul sk bt pel i ing: coeemsnie

Berdasarkan ' alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon npar Ketus Denpadilan Agama
Trenggalek 'segern memeriksa dan mengadili perkara ini dan’ menjatubkan putusan yang
amamyn berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan penmohonan Pemolon;—--

2. Menetapkan, membatalkan perkawinan aniara Termohon | (‘vhaSwmmctatsmm: BN Zument
ARERE) dengan Termohon 1] ( Memesmstt B1NT| iabem®) yany Jilangsungkan di Kantor
Urusan Agamn Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek tanggal | Maret 2903; —

3. Menyatakan Akte  Nikah dan Kutipan Akia Nikah nomor © 24/01/111/2003 Iittai:'bﬂl::km
hukum ; it Lt o b i .

4. Menetupkan biaya perkara monunint hikinn - see. — ="
SUBSIDER:

Bilamana  Pengadilan Deroendapat Hin miohon perkany i diputus meaurut hukum dengan seadil-

adilnya; «——

— e - — e

we e -y
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-f' ﬁitmmbang. bahwa pada ' hati-hari .+ sidang*yang ' telah ditetapkan ' uniuk perkara-ini

-"‘ -r of o \Fermohon :I-dan Termohon 1 telah nyata hadir secara pribadi dimuka persidangan,

‘pﬂm

%an“Mujﬁhs telah --berupaya untuk -mendamaikan -kedua. pihak agar dapat ‘menyelesaikan
perkaranya secara:'damai, . akan  tetapian tidaks: berhasil, . karena : Pemolon'. tetap : pada
permohonannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan «denzen  membacakan surat permohonan

Pemohon sebagai terurai diatas yang-isinya letap i pertahankan aleh Pemohon ;

" Menimbang, bahws  -atas permohonap Pemobon tersebut, ‘Termohon I dan Termohon I1
telah memberikan jawaban secaralisan dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui dan
membenarkan : hal-hal - yang; sdikemukakan.:oleh -T.l;emuhan,ma"éhﬁnhnn [. dan Termohon. II
menyatakan tidak'keberatan apabila perkawinan meceka harus dibatalkan ;-

" Menimbang,  bahwa. \untuk * meneguhksa dalil-dalil permohonannya, - Pemohon telah
mengajukan-bukti-bukti tartulis berupa: :

I, Fotocopy Surat Keputisan Menteri Agama RI. Nomor : W.m./1-b/Kp.07.6/4915/SK/2002
tanggal 16 Desember 2002 (bukti P1);

2. Fotocopy Kutipan Akta .Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala' KUA. K_u;as-mal:u; Kauman,
Kabupaten Tulungagung nomor : 108/56/V/1997 tanggal 14 Mei 1997 (bukh P 2) .

3 Fotocopy Kutipan Akta Nikal yang dikeluarkan oleh Kepala KU ecamatm Kampak,
habupaten Trengualel nomor @ 24 0112003 rangal 3 Maret 20k P 3
Memmbang, bahwa surat bukn henupa fmo-:c—rp:;-' IeTsenui fetan Cwihal dan dicocokkan
dengan asliuya dan telah bermeterai cubup | sem—mme—ee— e

Memmbane. bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Pemohon, Termohon 1. dan Termohon 1
menyatakan membenarkan dan ndak mengajukan tanggapan apepun, dan seiamuimva para pthak
menyampatkan kesimpulan secara hisan yang pada pokoknva maohon agar Pengadilan Agama

Trenggalek menjatuhkan putusan ; ——---

Menimbang, bahwa  untuk micringkas urwan pulusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal

sebagaimana tercanturn dalam berita ncara persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini ;
".':-‘r;'rq._:-_-: L ITUSUMNYA

W P -

Memmbang, ba;mw maksud cruar penmobonan Pemohion adalah seperti telah

dmralka.n diatas; --—em-- i il e e =3

] TR i &
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. It lﬂﬂi.w#pe:karznm ‘termasuk ' - menjadi tugas-dan wewenang - F'enbddjlan *Agama
H'rﬂng‘gh]ek B e e N LSO S Y

‘nMenimbang;bahiwa *berdasarkan bukti: P.1.iberupaSurat: Keputusan Menteri Agama R1
nomar i Wan/I-b/Kp. 0706/491 5/SK/2002 ‘Fanggul L6 Desember 2002, terbutki lahwa Permohon
adalah - Pegawai Pencatat.Nikah/Kepalat KUA Kecamatan Kampak -vang berwenang. dan

mempunyar tugas mehgawasi . dan.mencatat-pelak sanaan-perkayinan yang dilakukan di wilayah
Kecamatan Kdmpak, maka berdasarken ketentvsn pasal 23 weuf e Undang-undang siomor 1
tahun- 1974 .jo.#Pasal 73 huruf ¢ Kempilasi HukumiIslam, Pemohon Imrkapcnhngan dan ‘berhak
mengajukan | pembatalan' perkawinan ‘terhadap perkawmun yang, dilaksanakan atau dicatat pada
Kantot Urusan Agama Keoamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek; -

- Menimbang, - bahwa Pernolion dalam permohonannya telah mendalilkan hal-ti] vang pada

pokoknya ' sbahwa  perkawinan: antara Termohon'l dengan Termohon [1 yaey ditaks~aakan pada
tanggal:-l Maret 2003:dan telah tercatat pada.Akta Nikah KUA. Kecamatan Kampak, Kabupaten
Trenggalek .dengan ;nomor » 24/01/11/2003 tanggal- 3-Maret 2003, mohon dibatalkan, karena
leriyata . pernikahan - tersebut, tidak wemenuhi ' persyaratan' sebagmimans ditennskan dalam
Undang-undang . nomor I'tahuir 1974 .tentang perkawinan jo. Inpres memor | salun 1991 teptang
Kompilasi- Hukum - Islam,: yakui: karena pernikahan: antara Termohon | . aagen Termohon 11
lersebtit - tanpa ada ijin dan Pengedilan Agama, padaha. sebelum porkawinan tersebut, Termohon
[ lelah mempunyai seoranyistri sah (pertama) - yang bernamx Wiwik Indiati Bmti Harnoto,
FTermohon [ rdengan Termohon !l dapzt menikall: karena dengim memalsukan dentitas dan
mengaka masih berstatus jejaka |

“Memmbarng, bahwa Termohon I dan Termohon Il telai memberikan Jawaban secara lisan
dimuka -persidangan iyang  pada pokokiya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan

Pemohon dan mereka menyatakan ticnk keberataniapabila perkawinan mereka dibataikan ; =

v Menimbang, . balhwa sesuat.dengan bukti F.2 beripa fotocopyKutipan Akta Nikalvnomor -
108/36/V/1997 1anggal 14 Mei 1997, Lams dinvatakan terbikti bahwa Termohon | telah terikat
dalam perkawinan yang sah dengan seoranp wanita bemama Wiwik Indiati bint Hamutn‘
mereka menikah pada tmu_;-,ni 14 Mei 1997 di Kanman - - Tulungagung, pernikahan mereka !e]ah
kumpul rukun sebagaimana lavaknva sommi-isin dan telah dikaruniai seorang anak perempuan

bermama Rica Sintiya. dan berdasarkan pengakuan Termobon | dimuka persidangan, bahwa
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pemnikahan antara Termohon 1 dengan: Wiwik Indiatitersebut sampai sekarang masih kumpul

i'ﬂi‘m’i sebagaimana layaknya suami-isiri dan belum pernah bercerai ; :
Yiyae lhﬁ%ﬁwﬁh D swsnent oo o PX boeapa Bogopy Kubipes Alta Nikah woany
24/01/111/2003 - tanggal  3: Maret 2003} -harus dinvatakan terbukti: bahwa Termohon 1 telah
menikah -1agi dengan Termohon N} dimana pernikahan tersebut tidak sepengetahuan- atan dengan
persetujuan dari istri- partama ! (Wiwik Indiati’ Binti: Hamoto), serta: tidak -oula mendapat {jin
terlebih. dahulu - dari: Pangadilan: Agama,: 'Ie'nng'hmr | dapat menikah lagi dengan Termohon I,
karena' Termohon I memalsukan:identitas-atau- mengaku masih - berstatus jejaka dengan surat
keterangan dari:Kepala Desa: Tegalsari; Kecamatan: Ambulu, Kabupaten Jember, sehingga
Kepala KUA. 1 Kecamatan Kampak/Pegawai Pc:ncalal MNikali menyatakan- dan menganggap
pernikahan-.antara: Termohon 1 dengan TFermohon I tersebut telah meme_mﬂﬁ syaral, sehingga
pemikahannya dapat dilangsungkan dan kemudian dicatat pada Akta Nikah pada Kantor Urusan
Agama' terscbut; - namun  kemudian ternyata diketalu dikemudian han, bahwa Termohon 1 tidak
berstatus jejaka; tetapi sebaliknya masih terikat perkawinan yang sah dengan: Wiwik Indiati ,—
-« Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4iayal | Undang-undang nomor 1 tahun
1974, jo: Pasal'40 Peratwan Pemenntah nomor ¢ tabun 1975, jo. Pasal 56 ayat | dan 2
Kompilasi . Hukum-Islam, bahwa seorang suami ' yang akan memkah ler_.u,:'f'bn“iigarm ‘harus
memperoleh - ijin dari Pengadilan Agama dan berdasarkan ketentuan panih W6 avat 3 dan pasal 71
huruf a Kompilasi Hukum' Islam, -apabila seoradg . suami nikah lagypoligamm tanpa i dan
Pengadilan- Agama, maka perkawinan yang kedus tersebul tidak mempunyai kekuatan hukum
dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan ; ol A :

“Menimbang; ‘bahwa karena telah terbukti Termohon | telan mempunyai istri pertama dan

pernikahankedua antara Termohon 1 dengan Termolion 11 yang dilaksanakan pada tanggal |
Maret: 2003, ‘dilakukan  tanpa adanva . ijin dart Pengadilan- Agama, maka sekalipun pihak-pihak
yang bersangkutan, terutama istri-pertama Termohon | tidak keberatan dengan perkawinan
kedua tersebut, maks: sesuai dengan kdtentuan sebagaimana disebutkan dalarn pertimbangan
diatas, -Majlis telah cukup alasan unluk membatalkan perkawinan Termohon | dengan Termokon
Il yang telaln dilaksanakan pada bhari Sabin tangeal | Maret 2003, sebagaimana telah tercatat
pada Akta Nikah -Kantor Urusdn Agama Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek dengan
nomor : 24/01/11172003 tangeal 3 Maret 2003

Menimbang, bahwa berdasarkan. pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan

Pemohon petitum primer angka | dan 2 dapat dikabulkan | ~—--=-—-mmee e
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* | Menimbang, bahwa mengenai (untutan Pemohon agar Akta Nikah dan kutipannya nomor |
24/01/111/2003  tertangpal 3 Maret 2003 dmyetakan tidak berkekualan hukum, Majlis
berpendapat bahwa bal tersebut bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang berhak
menyatakan bahwa akta mikah tersebut tdak mempunyai kekuatan hukum adalah Pejabat yang
mengeluarkan akta nikah tersebut, vang dalwn hai i wosian Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kampak, Pengadilan Agama har g berwesw 1iembatalkan jerkawinan antara
Termohon | dengan Termohon 1] vany noisbeme ®iah torcetst dalam Ksipan Akia Nikah
tersebut, sehingga apebila patusan i telsh mz.-mp;m}an senuaan hokum tetap, Kepala KUA
Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek untuk  selanjutnya ‘dapat \menyatakan bahws

Kutipan/Akta Nikah nomor : 24/01/11172003 tangeal 3 Maret 2003 tersebut tidak mempunya
kekuatun hukum |, 2

Menunbang, bahwa berdasarkan pertunbangan tersebut, maka pennuolionan Pemohor
petitum primer angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Memmbang, bahwa perkara mu bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1
Undang-Undang nomor 7 tahun 1985 biaya perkara dibebankan kepada Pemohou .
Memperhatikan  dalil-dalil  syar’i  serta  peraturan  perundung-undangan lain yang

berhubungan- dengan perkara ini, wamanya Firman Allab dalamn Al=quean Surat Ar-Ruum ayal
21 ;

MENGADI LI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian | —-- s

2 Membatatkan perkawinan antaa Tenmohon | (i sEEwss | SEEENE

A, deogan Termohon [ (RSN Lo SR ) oo dilaksanakan di
Kampak pada tanggal | Maret 2003, sebagumana tercatat pada Akta Nikah KUA

Kecamatan Kampak, Kabupaten Trengpalek dengan nooior  24/01/11172003 tanggal 3
Muarer 2003 ; —-— s — s

3. Menyatakan permolionan Pemol. 1 selum dan selebibhnva bdak dapat diterma

4 Membebankan kepadn Pemolion wink membavar  binva perkara sebesar Rp 162.000,-

(seratus enam pululi dua ribm rupiah s . ——— e

Demikian patusan i dijatabion o Penyditan Agama Trenggalek pada han Kamis tanggal
24 Juli 2003 M, bertepatan dengan tangead 24 Jumadil Awal 1424 H. oleh kanu DRS ARIFIN
sehagm Hakim Ketun, MUITT AFANDI SH. dan DRS MOHAMMAD  ALIRIDO masing-
masing sebagai  Hakin Anggota, dengan dibantu olelh MOH. SYAIFUDDIN, SH. sebagai

o
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A Panitera Pengganti, putusan mana pada hari ity juga diucapkan dalam sidang terbuka untul
% umum . oleh - Majlis Hakin rersebut dengan dihadiri olel Panitera Pengganti tersebut serta diliadi
pula oleh. Pemohon, Termohon 1 dan Termohon 11 :
HAKIM ANGGOTA L . HAKIM KETUA
: gﬁg g METEHA|
E By R A
- DRS.ARIFIN
HAKIM ANGGOTA u/ PANITERA PENGGANTI
f .-r""r
9 ! i
ALIRIDO MOH. SYAIFUDDIN, SH.
PERINCTAN BIAYA PERKARA
. Admimistrasi Rp.  50.000.-
2. Panggilan Pemohon Rp. 20.000.-
3. Panggilan Termohon |, 11 Rp.  60,000.-
4. Meterai putusan Rp. 000 -
5. Atas Perintah Pengadilan Rp.  26.000-
Jumlah Rp. 162.000.-
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